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and Order Approach) dan Penegak Hukum dalam konteks Pendekatan tersebut dikenal 
dengan istilah "Law 
enforcement". 

Dalam pada itu juga, dikedepankan Kepolisian sebagai pendukung utamanya. Keber-
hasilan penanggulangan kejahatan pada masa itu sangat bergantung pada efektifitas dan 
efisiensi kinerja organisasi kepolisian. Namun dalam praktek penegakan hukum, pihak kepo-
lisian menghadapi kendala baik yang bersifat operasional maupun procedural- legal dan ken-
dala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka krimi-
nalitas, bahkan terjadi sebaliknya. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, maka pada saat sekarang ini di Indonesia Kepo-
lisian sebagai sub sistem telah diberi tugas dan wewenang oleh Undang-undang Kepolisian 
untuk tidak saja menjalankan fungsi sebagai penyidik saja, tapi juga memiliki tugas untuk 
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sejalan dengan itu, sudah saatnya kepolisian 
diberi wewenang dan mencari alternatif penyelesaiaan suatu perkara tindak pidana dengan 
tidak mengedepankan sanksi berupa pidana. 

Sistem Peradilan Pidana yang diadopsi dari Negara di luar Indonesia sedikit banyak 
sangat berbeda karakteristik masyarakatnya. Penyelesaiaan suatu perkara tindak pidana 
melalui sistem Peradilan Pidana adalah sesuatu yang harus, namun perlu diberi batasan-
batasan terhadap tindak pidana tertentu saja. Berkaitan dengan itu, sistem Peradilan Pidana 
sebagai suatu sistem hendaklah jangan dinilai gagal bila tidak menghukum semua pelaku 
tindak pidana, namun sistem peradilan pidana saatnya untuk diarahkan pada penyelesaian 
perkara dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang dirugikan. 

Sejalan dengan itulah, Muladi mengatakan: Model Sistem Peradilan Pidana yang 
cocok bagi Indonesia adalah Model yang mengacu kepada : "daad-dader srafrecht" yang 
disebut Model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistik yaitu yang 
memerhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh Hukum Pidana yaitu 
kepentingan Negara, kepentingan umum, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan 
korban kejahatan. 

Bila memahami pendapat Muladi tersebut, maka sangat jelas bagi kita, bahwa bila-
mana hanya mengandalkan Model sistem Peradilan Pidana yang diadoptasi dari Negara lain, 
maka hal itu belum tentu cocok atau sesuai dengan karakteristik masyarakat dan budaya orang 
Indonesia. Dimana Model yang ditawarkan oleh Muladi, tidak melulu hanya merespons 
kepentingan Negara dalam menegakkan hukum Pidana semata, tapi harus dapat mengadaptasi 
kepentingan pelaku terlebih korban kejahatan. Korban kejahatan tentunya tidak akan 
mendapat ganti kerugian apapun bila pelaku telah dijatuhi hukuman, begitu juga untuk 
terciptanya pemulihan hubungan sosial dengan pelaku. Korban kejahatan belum tentu dapat 
menerima hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. 

Lalu mengapa di negeri ini tidak mempertimbangkan alternatif mengembangkan 
sistem mempergunakan pendekatan restorative justice. Barangkali, karena kita merupakan 
Negara yang berdasarkan atas hukum, maka hukumlah yang harus memerintahkan untuk itu. 

Mudah-mudahan pengantar redaksi ini menjadi sumber inspiratif bagi pembaca untuk 
mengkaji lebih lanjut, tentang model restorative justice. 

 
 

Selamat membaca, 
 
Salam redaksi. 
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Abstrak 
Perubahan perilaku di bidang hukum dan bisnis, terutama di era globalisasi, memiliki pengaruh pula 
terhadap tatanan perilaku konsep hukum yang menjadi kewajiban negara untuk membuatnya, 
seperti Undang-undang maupun peraturan-peraturan yang terkait dengan perilaku bisnis. Perubahan 
yang terjadi dapat pula karena terjadi perubahan struktur masyarakat seperti dari kehidupan yang 
lokal agraris ke kehidupan yang nasionai industrial. Notaris selaku pejabat umum/negara 
mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik. Dalam pekerjaanya Notaris membuat berbagai 
ragam perikatan dan perjanjian serta akta-akta yang disyaratkan oleh peraturan perundang-
undangan untuk dibuat oleh atau dihadapan Notaris, baik peraturan perundang-undangan di bidang 
Pasar Modal ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. 
 
Kata kunci : Peranan Notaris Dalam transaksi Saham 
 

Abstract 
Behavioral changes in law and business, especially in the era of globalization, has also influence 
on the behavior of the concept of legal order that the duty of the state to make, such as legislation 
and regulations relating to the conduct of business. Changes that occur may also be due to changes 
in the structure of the life of society as a local agrarian to industrial nasionai life. Notary as a 
public official / state has the authority to make an authentic deed. In his work Notaries create a 
wide variety of engagements and agreements and deeds are required by legislation to be made by 
or before a Notary, both of legislation in the field of capital market or other legislation. 
 
Keywords: Role Notary In Stock transactions 
 
 
A. Pendahuluan 

Era globalisasi telah membawa dampak 
yang bersifat multi aspek karena berkaitan 
dengan bidang ekonomi, hukum, sosial, politik 
dan keamanan. Kondisi ini membawa imply-
kasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan 
masyarakat menyangkut pemenuhan kebutu-
han masyarakat global, regional dan nasional 
yang berdimensi kebersamaan, berkelanjutan 
dan ketercakupan. Pasar Modal memiliki fung-
si yang strategis, dan pentingnya pasar modal 
membuat pemerintah amat berkepentingan atas 
perkembangan dan kemajuan pasar modal, ka-
rena berpotensi untuk menghimpun dana se-
cara masif, sehingga dapat dimanfaatkan untuk 
memperbesar volume kegiatan pembangunan. 
(Nasarudin, 2004:1) 

Hubungan hukum pada peristiwa hukum 
dibidang bisnis pada masyarakat yang makin 

modern pada umumnya didasarkan pada kese-
pakatan-kesepakatan yang ad hoc dan kontrak-
tual antar-pihak, dan tidak lagi ditetapkan ber-
dasarkan kebiasaan-kebiasaan yang mengan-
dalkan kepercayaan, sehingga pada suatu kon-
disi tertentu jika terjadi konflik, dapat disele-
saikan berdasarkan kontektual kontrak yang 
tertuang dalam akta yang dianggap memiliki 
kekuatan hukum. 

Notaris merupakan seorang pejabat 
umum (openbaar ambtenaar) yang bertang-
gung jawab untuk membuat akta otentik yang 
dapat sebagai bukti dari perbuatan-perbuatan 
hukum tertentu. Landasan hukum dari pera-
turan Jabatan Notaris di Indonesia pada awal-
nya diatur pada Reglement op het Notaris-
ambt ini Indonesie, Ordonantie langgal 11 Ja-
nuari 1860, Stb. 1860 nomor 3. Sejak tanggal 
6 Oktober 2004 ketentuan tersebut diganti 
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dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris. Menurut Un-
dang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 pasal 15 
ayat (1), seorang Notaris berwenang untuk 
membuat akta-akta otentik mengenai semua 
perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang 
diharuskan oleh suatu peraturan umum atau 
oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk 
dinyatakan dalam suatu akta otentik. 

Akta Notaris sebagai akta otentik meru-
pakan alat bukti yang sempurna bagi para pi-
hak dalam suatu peristiwa hubungan hukum. 
Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan 
perbankan dan lain-lain, kebutuhan terhadap 
pembuktian tertulis berupa akta otentik makin 
meningkat seiring perkembangan tuntutan 
kepastian hukum dalam berbagai hubungan 
ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasio-
nal, regional maupun global. Melalui akta 
otentik yang menentukan secara jelas hak dan 
kewajiban, menjamin kepastian hukum dan 
sekaligus diharapkan dapat pula dihindari ter-
jadinya sengketa. Maka itulah pembuatan kon-
trak-kontrak resmi biasanya dilakukan oleh 
pejabat yang memiliki kewenangan resmi, 
yang legitimasi kewenangannya dimiliki Nota-
ris. 

Kedudukan Notaris sebagai pejabat u-
mum (sebagai Notaris) maupun "hasil peker-
jaannya" harus diatur dengan undang-undang, 
agar pejabat notaris dalam menjalankan jaba-
tannya terjamin bahwa aktanya memiliki kedu-
dukan dan bobot serta sifat "sebagai kekuatan 
pembuktian yang sempuma". Di Indonesia saat 
ini terkait kedudukan serta kewenangan No-
taris diatur berdasarkan Undang-Undang No-
mor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 
Kewenangan hukum yang di miliki Notans 
atas jabatannya yang ditunjuk Negara sebagai 
pejabat umum (public) yakni memiliki legiti-
masi membuat berbagai "akta", termasuk 
membuat kontrak-kontrak (hukum in concreto) 
yang diakui berkekuatan setara undang-undang 
(hukum in abstracto) bagi para pihak, (asal 
dibuat atas dasar kebebasan para pihak, sejauh 
tidak bertentangan dengan peraturan perun-
dang-undangan, bebas dari segala bentuk 
paksaan, ketersesatan, dan pengecohan). 

Pentingnya kepastian hukum pada suatu 
negara yang mendukung pembangunan ekono-

mi, bahwa kemampuan membangun pada sua-
tu negara berkembang sangat memerlukan da-
na yang besar dari para investor, terutamanya 
pada bidang industri, yang didalamnya ban 
yak melibatkan aspek pengikatan secara penuh 
dalam menunjang kegiatan tersebut. Oleh se-
bab itu hukum kontrak kemudian menjadi ber-
tambah penting, dalam suatu transaksi bisnis. 
Peran penting yang bersumber pada hukum 
kontrak, disebabkan oleh karena perundang-
undangan tidak mampu mengejar perubahan-
perubahan di masyarakat yang begitu cepat 
akibat pembangunan yang berencana. Sehing-
ga masyarakat akan mencari sendiri untuk me-
ngatur kepentingannya, sampai pembentuk 
undang-undang mengatur perkembangan baru 
". (Nugroho, 1990:23) 

Keberadaan aspek hukum kontrak secara 
substansional dapat memberikan pengikatan 
hukum perilaku bisnis yang saling mengun-
tungkan bagi berbagai pihak, dalam arti kata 
tidak ada pihak yang dirugikan. Atas dasar 
pertimbangan hukum tersebut para pengusaha 
atau pelaku bisnis dengan bebas, termasuk 
pelaku bisnis di Pasar Modal, mencantumkan 
berbagai klausula yang memperkecil risiko 
dan tanggung jawabnya dari segala kerugian/ 
kerusakan yang mungkin ditimbulkannya, se-
jauh memenuhi persyaratan pasal 1320 KUH-
Perdata, tentang sahnya suatu perjanjian. 

Seiring dengan pembangunan yang ber-
orientasi pada industrialisasi, bahwa untuk 
menghasilkan suatu produk, indikator yang 
memerlukan pengikatan kontrak bisnis antara 
lain; kontrak pengikatan hubungan bisnis antar 
badan hukum usaha seperti jual beli saham dan 
efek pada pasar modal terutamanya bagi peru-
sahaan yang berkehendak Go Public dengan 
melakukan penawaran saham perdananya (Ini-
tial Public Offering) atau yang dikenal sebagai 
IPO, yang secara keseluruhan memerlukan 
perlindungan dan kepastian hukum, yang di-
pandu oleh Notaris sebagai lembaga penun-
jang Pasar Modal guna mendapatkan legiti-
masi publik. 

Pembuatan kontrak bisnis pada kegiatan 
Pasar Modal akan memiliki kekuatan hukum 
jika menurut Undang-undang Pasar Modal 
dilaksanakan dihadapan Notaris yang telah 
terdaftar di Bapepam, dan dilaksanakan sesuai 
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dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris. Menurut Un-
dang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 pasal 15 
ayat (1), seorang Notaris berwenang untuk 
membuat akta-akta otentik mengenai semua 
perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang 
diharuskan oleh suatu peraturan umum atau 
oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk 
dinyatakan dalam suatu akta otentik. 

Akta Notaris sebagai akta otentik meru-
pakan alat bukti yang sempurna bagi para pi-
hak dalam suatu peristiwa hubungan hukum. 
Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan 
perbankan dan lain-lain, kebutuhan terhadap 
pembuktian tertulis berupa akta otentik makin 
meningkat seiring perkembangan tuntutan 
kepastian hukum dalam berbagai hubungan 
ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasio-
nal, regional maupun global. Melalui akta 
otentik yang menentukan secara jelas hak dan 
kewajiban, menjamin kepastian hukum dan 
sekaligus diharapkan dapat pula dihindari ter-
jadinya sengketa. Maka itulah pembuatan kon-
trak-kontrak resmi biasanya dilakukan oleh 
pejabat yang memiliki kewenangan resmi, 
yang legitimasi kewenangannya dimiliki Nota-
ris. 

Kedudukan Notaris sebagai pejabat u-
mum (sebagai Notaris) maupun "hasil peker-
jaannya" harus diatur dengan undang-undang, 
agar pejabat notaris dalam menjalankan jaba-
tannya terjamin bahwa aktanya memiliki kedu-
dukan dan bobot serta sifat "sebagai kekuatan 
pembuktian yang sempuma". Di Indonesia saat 
ini terkait kedudukan serta kewenangan No-
taris diatur berdasarkan Undang-Undang No-
mor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 
Kewenangan hukum yang di miliki Notans 
atas jabatannya yang ditunjuk Negara sebagai 
pejabat umum (public) yakni memiliki legiti-
masi membuat berbagai "akta", termasuk 
membuat kontrak-kontrak (hukum in concreto) 
yang diakui berkekuatan setara undang-undang 
(hukum in abstracto) bagi para pihak, (asal 
dibuat atas dasar kebebasan para pihak, sejauh 
tidak bertentangan dengan peraturan perun-
dang-undangan, bebas dari segala bentuk 
paksaan, ketersesatan, dan pengecohan). 

Pentingnya kepastian hukum pada suatu 
negara yang mendukung pembangunan ekono-

mi, bahwa kemampuan membangun pada sua-
tu negara berkembang sangat memerlukan da-
na yang besar dari para investor, terutamanya 
pada bidang industri, yang didalamnya ban 
yak melibatkan aspek pengikatan secara penuh 
dalam menunjang kegiatan tersebut. Oleh se-
bab itu hukum kontrak kemudian menjadi ber-
tambah penting, dalam suatu transaksi bisnis. 
Peran penting yang bersumber pada hukum 
kontrak, disebabkan oleh karena perundang-
undangan tidak mampu mengejar perubahan-
perubahan di masyarakat yang begitu cepat 
akibat pembangunan yang berencana. Sehing-
ga masyarakat akan mencari sendiri untuk me-
ngatur kepentingannya, sampai pembentuk 
undang-undang mengatur perkembangan baru 
". (Nugroho, 1990:23) 

Keberadaan aspek hukum kontrak secara 
substansional dapat memberikan pengikatan 
hukum perilaku bisnis yang saling mengun-
tungkan bagi berbagai pihak, dalam arti kata 
tidak ada pihak yang dirugikan. Atas dasar 
pertimbangan hukum tersebut para pengusaha 
atau pelaku bisnis dengan bebas, termasuk 
pelaku bisnis di Pasar Modal, mencantumkan 
berbagai klausula yang memperkecil risiko 
dan tanggung jawabnya dari segala kerugian/ 
kerusakan yang mungkin ditimbulkannya, se-
jauh memenuhi persyaratan pasal 1320 KUH-
Perdata, tentang sahnya suatu perjanjian. 

Seiring dengan pembangunan yang ber-
orientasi pada industrialisasi, bahwa untuk 
menghasilkan suatu produk, indikator yang 
memerlukan pengikatan kontrak bisnis antara 
lain; kontrak pengikatan hubungan bisnis antar 
badan hukum usaha seperti jual beli saham dan 
efek pada pasar modal terutamanya bagi peru-
sahaan yang berkehendak Go Public dengan 
melakukan penawaran saham perdananya (Ini-
tial Public Offering) atau yang dikenal sebagai 
IPO, yang secara keseluruhan memerlukan 
perlindungan dan kepastian hukum, yang di-
pandu oleh Notaris sebagai lembaga penun-
jang Pasar Modal guna mendapatkan legiti-
masi publik. 

Pembuatan kontrak bisnis pada kegiatan 
Pasar Modal akan memiliki kekuatan hukum 
jika menurut Undang-undang Pasar Modal 
dilaksanakan dihadapan Notaris yang telah 
terdaftar di Bapepam, dan dilaksanakan sesuai 

 509 

Peranan Notaris Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal ...                                                                               Faisal Santiago 

 
ketentuan tersebut. Peranan Notaris dalam ak-
tivitas Pasar Modal yang merupakan institusi 
profesi penunjang atas perintah Undang-un-
dang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Mo-
dal dimaksudkan guna memberikan jaminan 
kepastian hukum bagi para pihak pelaku bis-
nis. yang diikat melalui akta kontrak bisnis. 

 
B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian diatas, didapatlah be-
berapa permasalan, yakni ; 

1. Bagaimana kewenangan Notaris berda-
sarkan Undang-undang Nomor 30 Ta-
hun 2004 Tentang Jabatan Notaris ter-
kait perusahaan yang akan melaksana-
kan Initial Public Offering (IPO) Sa-
ham?  

2.  Bagaimana kewenangan Notaris pada 
lembaga Pasar Modal terkait perusaha-
an yang akan melakukan Initial Offe-
ring Public (IPO) Saham berdasarkan 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 
Tentang Pasar Modal ?. 

 
C. Tinjaun Pustaka  
 
1.  Notaris 

Notaris merupakan seorang pejabat 
umum (openbaar ambtenaar) yang bertang-
gung jawab untuk membuat akta otentik yang 
dapat sebagai bukti dari perbuatan-perbuatan 
hukum tertentu. Landasan hukum dari pera-
turan Jabatan Notaris di Indonesia diatur da-
lam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris. Dalam undang-un-
dang tersebut dijelaskan bahwa, seorang No-
taris berwenang untuk membuat akta-akta 
otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, 
dan penetapan yang diharuskan oleh suatu 
peraturan umum atau oleh yang berkepenti-
ngan dikehendaki untuk dinyatakan dalam 
suatu akta otentik. 

Akta Notaris sebagai akta otentik meru-
pakan alat bukti yang sempurna bagi para 
pihak dalam suatu peristiwa hubungan hukum. 
Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan 
perbankan dan lain-lain, kebutuhan terhadap 
pembuktian tertulis berupa akta otentik makin 
meningkat seiring perkembangan tuntutan 
kepastian hukum dalam berbagai hubungan 

ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasio-
nal, regional maupun global. Melalui akta 
otentik yang menentukan secara jelas hak dan 
kewajiban, menjamin kepastian hukum dan 
sekaligus diharapkan dapat pula dihindari ter-
jadinya sengketa. Maka itulah pembuatan kon-
trak-kontrak resmi biasanya dilakukan oleh 
pejabat yang memiliki kewenangan resmi, 
yang legitimasi kewenangannya dimiliki Nota-
ris. 

Pembuatan akta otentik ada yang diha-
ruskan oleh peraturan perundang-undangan, 
dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan 
untuk memastikan hak dan kewajiban para pi-
hak demi kepastian, ketertiban dan perlindu-
ngan hukum. Produk notaris mempunyai ke-
kuatan bukti formal, materiil dan untuk perbu-
atan hukum tertentu juga mempunyai kekuatan 
executorial. Oleh sebab itu, dalam kedudukan-
nya sebagai pejabat umum, Notaris diberi atri-
but khusus yakni, suatu kedudukan yang man-
diri (onafhankelijkheid-independence) dan ti-
dak memihak (onpartijdigheid-impartiality) 
agar dapat menjalankan jabatannya menghasil-
kan akta yang mempunyai kekuatan bukti yang 
sempurna. (Santiago, 2003: 104). Sifat dan ciri 
yang demikian hanya dimiliki oleh notariat, 
demikian pula kedudukan yang mandiri dan ti-
dak memihak harus dipegang teguh serta mut-
lak atau wajib dijalankan seorang notaris. (Ra-
djaguguk, 1998: 49) 

Kedudukan Notaris sebagai pejabat 
umum (sebagai Notaris) maupun "hasil peker-
jaannya" harus diatur dengan undang-undang, 
agar pejabat notaris dalam menjalankan jaba-
tannya terjamin bahwa aktanya memiliki kedu-
dukan dan bobot serta sifat "sebagai kekuatan 
pembuktian yang sempuma". Di Indonesia saat 
ini terkait kedudukan serta kewenangan Nota-
ris diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Ke-
wenangan hukum yang di miliki Notans atas 
jabatannya yang ditunjuk Negara sebagai pe-
jabat umum (public) yakni memiliki legitimasi 
membuat berbagai "akta", termasuk membuat 
kontrak-kontrak (hukum in concreto) yang 
diakui berkekuatan setara undang-undang (hu-
kum in abstracto) bagi para pihak, (asal dibuat 
atas dasar kebebasan para pihak, sejauh tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-
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undangan, bebas dari segala bentuk paksaan, 
ketersesatan, dan pengecohan). 

Atas dasar pertimbangan hukum pasal 
tersebut para pengusaha atau pelaku bisnis 
dengan bebas, termasuk pelaku bisnis di Pasar 
Modal, mencantumkan berbagai klausula yang 
memperkecil risiko dan tanggung jawabnya 
dari segala kerugian/kerusakan yang mungkin 
ditimbulkannya, sejauh memenuhi persyaratan 
pasal 1320 KUHPerdata, tentang sahnya suatu 
perjanjian. 

Seiring dengan pembangunan yang ber-
orientasi pada industrialisasi, bahwa untuk 
menghasilkan suatu produk, indikator yang 
memerlukan pengikatan kontrak bisnis antara 
lain; kontrak pengikatan hubungan bisnis antar 
badan hukum usaha seperti jual beli saham dan 
efek pada pasar modal terutamanya bagi peru-
sahaan yang berkehendak Go Public dengan 
melakukan penawaran saham perdananya (Ini-
tial Public Offering) atau yang dikenal sebagai 
IPO, yang secara keseluruhan memerlukan 
perlindungan dan kepastian hukum, yang di-
pandu oleh Notaris sebagai lembaga penun-
jang Pasar Modal guna mendapatkan legitima-
si publik. 

Dalam berbagai bentuk pengikatan kon-
trak bisnis, terutamanya bagi perusahaan yang 
akan melaksanakan IPO, peranan Notaris yang 
memiliki kewenangan untuk membuat akta 
pengesahan perubahan Anggaran Dasar peru-
sahaan, Rapat Umum Pemegang Saham serta 
melegitimasi persyaratan-persyaratan yang 
akan diajukan kepada Badan Pengawas Pasar 
Modal (Bapepam). Sangatlah diperlukan. No-
taris juga memiliki kewenangan mempersiap-
kan akta kontrak antara perusahaan yang di-
setujui Bapepam sebagai perusahaan yang 
telah Go Public dengan pihak Costumer pada 
perdagangan saham perdana. 

Pembuatan kontrak bisnis pada kegiatan 
Pasar Modal akan memiliki kekuatan hukum 
jika menurut Undang-undang Pasar Modal 
dilaksanakan dihadapan Notaris yang telah 
terdaftar di Bapepam, dan dilaksanakan sesuai 
ketentuan tersebut. Peranan Notaris dalam 
aktivitas Pasar Modal yang merupakan institu-
si profesi penunjang atas perintah Undang-un-
dang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar 
Modal dimaksudkan guna memberikan jami-

nan kepastian hukum bagi para pihak pelaku 
bisnis. yang diikat melalui akta kontrak bisnis. 

 
2. Pasar Modal dan Fungsinya 

Perkembangan masyarakat modern ter-
nyata juga memasuki area kegiatan ekonomi 
secara luas termasuk penghimpunan dana yang 
dilakukan secara strategis oleh banyak negara 
di dunia. Salah satu sarana yang dianggap 
efektif di Indonesia, yakni adanya institusi Pa-
sar Modal yang diatur berdasarkan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 
Modal (UUPM). 

Menurut pasal 1 butir 13, Pasar Modal 
adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Pe-
nawaran Umum dan perdagangan Efek, Peru-
sahaan Publik yang berkaitan dengan Efek 
yang diterbitkannya, serla lembaga dan profesi 
yang berikaitan.  

Istilah pasar modal dipakai sebagai ter-
jemahan dari capital market, yang berarti sua-
tu tempat atau sistem bagaimana caranya 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan dana untuk 
medal suatu perusahaan. Pasar modal merupa-
kan tempat orang membeli atau menjual surat 
efek yang banu dikeluarkan. (Abdurrahman, 
1991: 169) Islilah lain yang populer dipakai 
adalah securities market. Arti Efek menurut 
UUPM Pasal 1 angka 5 adalah sural berharga, 
yaitu surat pengakuan utang, surat berharga 
komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, 
unit penyertaan Kontrak Investasi kolektif, 
kontrak berjangka atas efek, dan setiap deriva-
tif dari efek. Pengertian efek ini mencakup 
efek dalam arti luas. 

Dengan demikian, pasar modal Indone-
sia memperdagangkan efek dalam wujud ins-
trumen modal dan utang, instrumen derivatif 
seperti surat pengganti atau bukti sementara 
dari efek, bukti keuntungan dan surat-surat 
jaminan, hak-hak untuk memesan atau mem-
beli saham atau obligasi, warrant, dan option. 

Instrumen pasar modal dapat dibedakan 
atas surat berharga yang bersifat utang (bonds 
atau obligasi) dan surat berharga yang bersifat 
pemilikan (saham atau equity). Obligasi adalah 
bukti pengakuan berutang dari perusahaan. 
Sedangkan saham adalah bukti penyertaan mo-
dal dalam perusahaan. Pada bursa di seluruh 
dunia, kedua efek itulah yang banyak diperda-
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gangkan. Demikian pula halnya dengan bursa 
efek di Indonesia. Khusus di pasar modal In-
donesia ada pula surat berharga yang dinama-
kan sebagai sekuritas kredit yang berupa bukti 
pengakuan utang jangka pendek (kurang dari 3 
tahun). 

Fungsi strategis dan pentingnya pasar 
modal membuat pemerintah amat berkepenti-
ngan atas perkembangan dan kemajuan pasar 
modal. karena berpotensi untuk menghimpun 
dana secara masif. sehingga dapat dimanfaat-
kan untuk memperbesar volume kegiatan pem-
bangunan. (Nasarudin. 2004 :1) Dengan demi-
kian diharapkan masyarakat tergerak berinves-
tasi di pasar modal dengan membeli sejumlah 
efek dari perusahaan-perusahaan. Pemilikan 
efek perusahaan-perusahaan oleh masyarakat 
dimungkinkan dapat memberi harapan dan 
peluang untuk meningkatkan kesejahteraan. 

Salah satu upaya dari arah kebijakan di 
bidang ekonomi, pemerintah selalu mengupa-
yakan mendukung dan memacu perkembangan 
pasar modal. Yang diperlukan pula dukungan 
bersama dari pihak-pihak yang terkait pelaku 
pasar modal itu sendiri. Mekanisme kinerja 
kelembagaan Pasar Modal ditopang berbagai 
perangkat penunjang profesional yang diatur 
oleh peraturan perundang-undangan, guna 
memberikan jaminan pada semua pihak yang 
terlibat dalam kegiatan Pasar Modal. Diantara-
nya yakni Notaris yang terdaftar pada kelem-
bagaan dalam institusi Pasar Modal yang di-
sebut Bapepam. 

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), 
merupakan landasan kokoh dan kepastian 
hukum bagi semua pihak terkait dalam mela-
kukan kegiatan di bidang pasar modal. (Nasa-
rudin, 2004:7) 

Saat ini Pasar Modal Indonesia diharap-
kan mampu memainkan perannya secara op-
timal sebagai alternatifpembiayaan bagi dunia 
usaha dan sebagai sarana investasi bagi ma-
syarakat investor. Untuk kelancaran seluruh 
proses kegiatan di Pasar Modal, aktifitas kegi-
atan yang ada, tunduk kepada ketentuan hu-
kum yang berlaku, yang pada gilirannya, 
bahwa kepastian hukum serta perlindungan 
hukum bagi para pihak terutamanya emiten 
dan investor dapatdijamin keamanannya. Arti-

nya, seluruh substansi peraturan perundang-
undangan yang ada harus dilaksanakan serta 
dipatuhi sebagai pedoman bagi seluruh pihak 
yang terlibat pada institusi Pasar Modal. 

Sebagaimana lertera pada bagan struktur 
kelembagaan Pasar Modal, dalam rangka pe-
laksanaan penawaran umum perdana pihak 
perusahaan memerlukan juga adanya arahan 
dari pihak-pihak yang terkait dan berperan 
dalam proses tersebut. 

Adapun pihak yang terkait yakni: Badan 
Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Bursa 
Efek, Perusahaan Efek, Lembaga Penunjang 
Pasar Modal, yang terdiri dari: Bank Kusto-
dian, Badan Administrasi Efek, Wali Amanat, 
Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri 
dari: Akuntan Publik, Konsultan Hukum, No-
taris serta Penasehat Investasi.  

Notaris; sebagai salah satu Profes; Pe-
nunjang Pasar Modal, Notaris berperan dalam 
pelaksanaan penawaran umum perdana (IPO), 
berpedoman pada landasan hukum Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jaba-
tan Notaris, Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1995 Tentang Pasar Modal maupun peraturan 
lainnya yang terkait dengan kegiatan Pasar 
Modal. 

Sebagai Pejabat Umum yang diangkat 
oleh pemerintah, Notaris berperan untuk mem-
buat akta otentik dalam pembuatan berbasai 
macam akta yang dipersyaratkan oleh undang-
undang dan atau peraturan pelaksanaannya dan 
atau atas permintaan para pihak. Dalam rangka 
penawaran umum perdana, beberapa akta yang 
memerlukan peranan Notaris antara lain Berita 
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Emiten, 
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Per-
janjian Biro Administrasi Efek.  

Implementasi peran Notaris, dalam kai-
tan ini, terdapat dua teori pokok yang menya-
takan bahwa : 

- Teori kekuasaan yang pada pokoknya 
menyatakan bahwa hukum berlaku se-
cara sosiologis apabila dipaksakan ber-
lakunya oleh penguasa, dan hal itu ada-
lah terlepas dari masalah apakah ma-
syarakat menerimanya atau bahkan me-
nolaknya. 

- Teori pengakuan yang berpokok pang-
kal pada pendirian bahwa berlakunya 
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hukum didasarkan pada penerimaan 
atau pengakuan oleh masyarakat kepa-
da siapa hukum tersebut berlaku. (Is-
kandar, 1984:68) 

Dari teori tersebut, maka yang berperan 
sebagai penguasa menurut undang-undang 
yakni Notaris sebagai pejabat umum.  

Suatu akta otentik ialah suatu tulisan 
yang di dalam bentuk ditentukan oleh undang-
undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat 
umum yang berkuasa untuk itu di tempat di-
mana akta dibuatnya (Pasa11868 KUHP). 

Dengan demikian Undang-undang de-
ngan tegas menyatakan bahwa suatu akta 
adalah akta otentik: Jika bentuknya ditentukan 
dengan Undang-undang. Akta itu dibuat oleh 
atau dihadapan pejabat umum. Dibuat dalam 
wilayah kewenangan dan pejabat yang mem-
buat akta itu. (Helien,1998:100) 

Sehubungan dengan hal tersebut diperlu-
kan adanya pejabat umum yang ditugaskan 
oleh Undang-undang untuk pelaksanaan pem-
buatan akta otentik tersebut. Karenanya Peja-
bat Umum untuk membuat akta otentik tidak 
dapat dihindarkan, dan bentuk akta otentik ser-
ta yang membuatpun ditentukan oleh Undang-
undang, yakni Notaris. Produk notaris tersebut 
mempunyai kekuatan bukti formil, materiil 
dan untuk perbuatan hukum tertentu juga 
mempunyai kekuatan executorial. Kepada pe-
jabat umum tersebut perlu diberi atribut khu-
sus: suatu kedudukan yang mandiri (onafhan-
kelijkheid-independence) dan tidak memihak 
(orvparlijdigheid-impartiality) agar dalam 
menjalankan jabatannya menghasilkan akta 
yang mempunyai kekuatan bukti yang sem-
puma. (Herlien, 1998.: 100) Karenanya, kedu-
dukan dan sifat akta notaris oleh Undang-un-
dang dinyatakan memiliki kekuatan sebagai 
alat bukti materiel dan formil. 

Menurut Erman Radjaguguk, suatu akta 
kontrak pada dasarnya adalah suatu dokumen 
tertulis yang memuat keinginan-keinginan para 
pihak untuk mencapai tujuan-tujuan komer-
sialnya, dan bagaimana pihaknya diuntungkan, 
dilindungi atau dibatasi tanggungjawabnya da-
lam mencapai tujuan tersebut. Radjaguguk, 
1998: 122) 

Karena itu, terkait kegunaannya di pasar 
modal secara yuridis, Notaris ikut bertanggung 

jawab atas setiap keterlibatannya dalam pem-
buatan laporan atau dokumen yuridis yang 
harus disampaikan emiten kepada Bapepam. 
Artinya, jika emiten melakukan kesalahan ka-
rena dokumen yuridis yang disampaikan tidak 
benar, maka konsultan hukum bisa ikut dimin-
tai pertanggungjawaban oleh Bapepam.  

Menurut Undang-undang Pasar Modal 
maupun Undang-undang  Nomor 30 Tahun 
2004 Tentang Jabatan Notaris, pada intinya 
notaris memiliki wewenang atau kewenangan 
tertentu sesuai kebutuhannya. Otoritas atau 
wewenang sering didefinisikan sebagai kekua-
saan, kekuasaan yang memerintahkan kepatu-
han. Kekuasaan itu melelakkan kleimnya atas 
otoritas yang dikuasai. Yang dimaksud dengan 
otoritas atau wewenang atau kewewenangan 
ialah hak yang sudah didirikan, dalam keterti-
ban sosial manapun, untuk menetapkan kebi-
jaksanaan, untuk mengumumkan keputusan 
pertimbangan atas pokok persoalan yang rele-
van, dan untuk mendamaikan pertentangan-
pertentangan, atau, secara lebih luas, untuk 
bertindak sebagai pemimpin, atau pembimbing 
bagi orang-orang lain". (lver, 1980: 94 ) 

Dalam hal penegakan hukum Notaris 
memiliki kewenangan atau otoritas baik yang 
diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 
2004, maupun dalam Undang-undang Nomor 
8 Tahun 1995. Dalam arti ini suatu otorilas 
tidak bertindak atas kapasitas pribadinya, teta-
pi selalu atas dasar hak yang diberikan pada-
nya untuk maksud-maksud ketertiban dan 
penegakan hukum". (lver,1980:96) 

Kewenangan Notaris pada institusi pasar 
Modal, disamping terkait dengan Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2004, Notaris terikat 
juga dengan kewenangan yang diatur dalam 
pasal 64 ayat 1 huruf d UUPM yang dalam 
penjelasannya disebutkan Notaris adalah peja-
bat umum yang berwenang membuat akta 
autentik dan terdaftar di Bapepam. 

 
3. Initial Publik Offering (IPO) Saham 

Pada awal tahun 1997, negara kita di-
landa krisis ekonomi yang sangat dasyat. Mata 
uang rupiah mengalami inflasi luar biasa. Nilai 
tukar Kurs Dollar AS terhadap nilai mata uang 
rupiah naik hingga lebih dari 500%, atau tepat-
nya hingga menjelang Soeharto lengser (1998) 
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mencapai Rp 15.000,- per 1 Dollar US. Aki-
batnya banyak perusahaan mengalami akibat 
yang luar biasa, dan dampaknya hingga saat 
ini, termasuk mengalami kesulitan keuangan. 
(Ali Budiardjo at.al, 1999:5) 

Bagi perusahaan yang masih prespektif 
kesempatan yang paling efektif mencari sum-
ber keuangan untuk meningkatkan kuantitas 
permodalannya, yang sangat mung kin dilaku-
kan yakni mencari pihak lain yang bersedia 
untuk menanamkan modalnya pada perusaha-
an, dengan cara menjual sabagian dari saham 
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Bursa Efek pada institusi Pasar Modal. 

Initial Public Offering (IPO) Saham, 
penawaran pertama kali kepada masyarakat 
(E.A. Koetin,2002:65), merupakan rangkaian 
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Go Public, dengan cara kegiatan penawaran 
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annya. 
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perusahaan kepada masyarakat. (Darmadji dan 
Fakhruddin, 2001: 40).  

Dengan melakukan IPO maka perusaha-
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7). Penawaran umum sering disebut dengan 
istilah go public. Go Public merupakan pena-

waran saham atau obligasi kepada masyarakat 
umum. 

Perusahaan yang sudah melakukan pena-
waran umum disebut perusahaan terbuka atau 
perusahaan publik. Hal ini berarti bahwa peru-
sahaan tersebut sudah merupakan milik ma-
syarakat pemegang saham dari perusahaan 
yang bersangkutan. Besarnya kepemilikan ter-
gantung dari besarnya persentase saham yang 
dimiliki investor. Secara mudah perusahaan 
yang sudah go public mudah dikenali oleh ma-
syarakat, karena di belakang nama perusahaan 
ditambahkan istilah "Tbk" (terbuka), sedang-
kan dalam bahasa Inggris ditambahkan istilah 
"Pic" (Public Listed Company). 
 
4. Proses Initial Public Offering (IPO) 

Saham 
Dalam era globalisasi, perkembangan 

aktifitas bisnis di berbagai negara dituntut un-
tuk selalu mengikuti keadaan yang serba mo-
dern pula. Sualu perusahaan yang melakukan 
kegiatannya dituntut menghasilkan suatu pro-
duk yang berkualitas dengan hasil daya guna 
yang tinggi bagi masyarakat, yang tentunya 
harus ditopang oleh manajemen yang baik, 
permodalan yang cukup termasuk ditopang 
oleh manajemen sumberdaya manusia yang 
berkualitas guna memiliki kemampuan ber-
saing. Untuk menopang kegiatan bisnis terse-
but, antara lain suatu perusahaan yang tertutup 
sudah memikirkan pula untuk menjadi terbuka 
unluk umum, sehingga aksesnya berkembang 
secara global pula. Jika suatu perusahaan ter-
sebut mulai berpikir maju kedepan, maka salah 
satu sarananya yakni melakukan penjualan 
saham perusahaan kepada masyarakat umum.  

Penjualan saham oleh perusahaan kepa-
da masyarakat umum yang dilakukan pertama 
kali, disebut sebagai Penawaran Umum Per-
dana atau Initial Public Offering (IPO)Saham. 
Pada penjualan saham perdana ini perusahaan 
akan menerima uang tunai dan keuntungan 
dari selisih nilai nominal setiap saham dengan 
harga saham pad a pasar perdana. 

Dalam penjelasan pasal 1 angka 15 Un-
dang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang 
Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) 
menjelaskan bahwa Penawaran Umum adalah 
kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh 
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Emiten untuk menjual Efek kepada masyara-
kat berdasarkan tata cara yang diaturdalam 
UUPM dan peraturan pelaksanaannya. 

Penawaran Umum ini meliputi penawa-
ran Efek oleh Emiten yang dilakukan dalam 
wilayah Republik Indonesia atau kepada War-
ga Negara Indonesia dengan menggunakan 
media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 
100 (seratus) Pihak atau telah dijual kepada le-
bih dari 50 (lima puluh) Pihak dalam batas 
nilai serta batas waktu tertentu. Penawaran 
Efek di wilayah Republik Indonesia meliputi 
penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten 
dalam negeri atau asing, baik kepada pemodal 
Indonesia maupun asing, yang dilakukan di 
wilayah Republik Indonesia melalui pemenu-
han Prinsip Keterbukaan. 

Penjualan saham ini dapat dilakukan 
dengan penawaran umum kepada masyarakat 
(IPO) ataupun dengan melakukan penjualan 
kepada pihak tertentu secara terbatas (private 
placement) IPO merupakan cara yang menarik 
bagi perusahaan untuk mendapatkan dana. 
Namun sebelum perusahaan memutuskan un-
tuk melakukan penawaran umum, ada bebe-
rapa pertimbangan tentang keuntungan dan 
kerugian yang harus diperhatikan. (Sitompul, 
2000:16) 

Pelaksanaan penawaran umum saham 
perdana bukan merupakan pekerjaan yang mu-
dah, akan tetapi merupakan proses yang sangat 
kompleks dengan berbagai aspek yang harus 
dilakukan dengan sangat hati-hati, diantaranya 
restrukturisasi dan reorganisasi perusahaan 
serta mengubah strategi perusahaan, disam-
ping juga diperlukan komitmen yang tinggi 
serta dorongan dan bantuan dari pemegang 
saham dan pihak manajemen terutama dalam 
hal-hal yang menyangkut kebijakan-kebijakan 
perusahaan. 

Pada lingkungan pelaku pasar modal di 
Bursa Efek Indonesia di Jakarta dan Surabaya, 
bagi perusahan yang berkehendak melakukan 
penjualan saham perdana atau Initial Publik 
Offering (IPO) Saham atau Go Public, menu-
rut Undang-undang Nomor 8 Tentang Pasar 
Modal, diperlukan pihak untuk menjadi mitra 
emiten sebagai profes; penunjang pada pasar 
modal untuk memberikan pendapat dan peni-
laian sesuai ketentuan di lembaga Pasar Mo-

dal. Menurut pasal 64 ayat huruf a angka 1 
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 (Un-
dang-undang Pasar Modal atau UUPM) me-
nyebutkan salah satu profesi penunjang Pasar 
Modal adalah Notaris, yaitu sebagai pejabat 
umum yang berwenang untuk membuat akta 
otentik sehubungan dengan proses IPO. 

Notaris merupakan salah satu profesi pe-
nunjang Pasar Modal yang memiliki peranan 
dalam mengembangkan dan memajukan pro-
ses IPO Saham, terutamanya guna menjamin 
perlindungan hukum dan kepastian hukum 
bagi para pihak yang terkait di lingkungan 
Bursa Efek Pasar Modal di Indonesia. Sebagai 
pejabat umum yang mempunyai wewenang 
untuk membuat akta otentik, peran Notaris 
sangat dibutuhkan dalam membuat berbagai 
perikatan yang telah dipersyaratkan oleh Un-
dang-Undang dan atau peraturan pelaksanaan-
nya untuk dibuat oleh atau dihadapan Notaris 
atas kehendak para pihak. 

Tahap paling awal yang harus dilewati 
bagi suatu perusahaan yang akan melakukan 
proses IPO adalah memperoleh persetujuan 
atas rencana go public tersebut dari para peme-
gang saham dalam Rapat Umum Pemegang 
Saham perusahaan. 

Selanjutnya, perusahaan harus mendapat 
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Sa-
ham tersebut untuk merubah status perusahaan 
dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan 
Terbuka sekaligus melakukan perubahan dan 
penyesuaian terhadap seluruh Anggaran Da-
sarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
khususnya ketentuan mengenai Pokok-Pokok 
Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan 
Penawaran Efek bersifat Ekuitas dan Perusa-
haan Publik. 

Tahap ini merupakan tahap yang perlu 
mendapat perhatian dari Notaris karena Un-
dang-undang memberikan wewenang kepada 
Notaris untuk membuat dan mengesahkan 
Serita Acara Rapat Umum Pemegang Saham 
perusahaan yang merencanakan untuk melaku-
kan IPO tersebut. 

Peranan dan fungsi Notaris dalam rangka 
IPO sangat diharapkan dalam rangka menun-
jang kesiapan menghadapi persaingan global 
di masa mendatang karena perkembangan 
ekonomi dan perdagangan dunia akan semakin 
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dalam mengembangkan dan memajukan pro-
ses IPO Saham, terutamanya guna menjamin 
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gang saham dalam Rapat Umum Pemegang 
Saham perusahaan. 

Selanjutnya, perusahaan harus mendapat 
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Sa-
ham tersebut untuk merubah status perusahaan 
dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan 
Terbuka sekaligus melakukan perubahan dan 
penyesuaian terhadap seluruh Anggaran Da-
sarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
khususnya ketentuan mengenai Pokok-Pokok 
Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan 
Penawaran Efek bersifat Ekuitas dan Perusa-
haan Publik. 

Tahap ini merupakan tahap yang perlu 
mendapat perhatian dari Notaris karena Un-
dang-undang memberikan wewenang kepada 
Notaris untuk membuat dan mengesahkan 
Serita Acara Rapat Umum Pemegang Saham 
perusahaan yang merencanakan untuk melaku-
kan IPO tersebut. 

Peranan dan fungsi Notaris dalam rangka 
IPO sangat diharapkan dalam rangka menun-
jang kesiapan menghadapi persaingan global 
di masa mendatang karena perkembangan 
ekonomi dan perdagangan dunia akan semakin 
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kompetitif dan daya saing serta pengembangan 
budaya dan peraturan perusahaan yang antisi-
patif terhadap perkembangan dunia usaha baik 
di dalam maupun di luar negeri. 

Kewenangan Notaris menurut Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2004 Terkait Perusa-
haan yang akan Melaksanakan Initial Public 
Offering (IPO) Saham Suatu perusahaan yang 
akan melakukan go public biasanya diawali 
dengan melakukan Initial Public Offering 
(IPO) Saham. Tindakan perusahaan tersebut, 
pada umumnya dimaksudkan guna penamba-
han modal, setelah terlebih dahulu memperha-
tikan kondisi manajemen perusahaan terutama 
karena menyangkut kepemilikan pemegang 
saham. Beberapa hal antara lain perlunya ke-
harusan meminta persetujuan rencana tersebut 
dari pemegang saham lama dalam RUPS. Jika 
disetujui maka perusahan tersebut perlu men-
cari lembaga penunjang dan profesi penunjang 
pasar modal yang akan membantu memper-
siapkan kelengkapan dokumen (Panji Anoraga 
at. all, 2001 :50). 

Pada tahap awal suatu perusahaan yang 
akan melakukan Initial Public Offering (IPO) 
Saham dalam struktur prosedur administrasi-
nya untuk go public disebut sebagai Tahap Pra 
- Emisi yang antara lain meliputi ; 

-  Perusahaan melakukan kajian yang 
mendalam terhadap keadaan keuangan, 
aset, kewajiban kepada pihak lain dan 
kewajiban pihak lain kepada perusaha-
an dan rencana penghimpunan dana. 

- Perusahaan menyusun rencana penawa-
ran umum yang harus mendapat perse-
tujuan dari Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS), sekaligus RUPS mela-
kukan perubahan Anggaran Dasar Pe-
rusahaan. 

Setelah itu perusahaan menentukan pen-
jamin emisi, profesi penunjang dan lembaga 
penunjang untuk penawaran umum. (Irsan 
Nasarudin,2004:216) 

Kedua hal yang harus dilakukan terse-
but, dalam tahapan struktur Initial Public 
Offering merupakan persoalan internal perusa-
haan. Artinya belum memasuki tahapan yang 
betul-betul menjadi bagian mekanisme keten-
tuan operasional go public yang menjadi otori-
tas Bapepam. 

Rencana tersebut masih merupakan wa-
cana dan hasil-hasil kelengkapan tersebut 
menjadi persyaratan administrasi yang akan 
dilegitimasi pihak-pihak yang terkait pada me-
kanisme Initial Public Offering (IPO) Saham 
di Pasar Modal. Persyaratan tersebut harus di-
penuhi dan sah menurut Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. 
Untuk sahnya kelengkapan tersebut harus 
dibuktikan dengan akta yang sah pula, yang 
dibuat oleh pejabat umum yakni Notaris. 

Kewenangan Notaris menurut pasal 15 
ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 
2004 Tentang Jabatan Notaris (UUPN) bahwa 
Notaris berwenang membuat akta otentik me-
ngenai semua perbuatan, perjanjian, dan kete-
tapan, yang diharuskan oleh peraturan perun-
dang-undangan dan/atau yang dikehendaki 
oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan 
dalam akta otentik, menjamin kepastian tang-
gal pembuatan akta, menyimpan akta, membe-
rikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua-
nya itu sepanjang pembuatan akta-akia itu 
tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepa-
da pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan 
oleh undang-undang. 

Melalui akta otentik yang menentukan 
secara jelas hak dan kewajiban, menjamin ke-
pastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula 
dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun 
sengketa tersebut tidak dapat dih indari, dalam 
proses penyelesaian sengketa tersebut, akta 
otentik yang merupakan alat bukti terlulis 
terkuat dan terpenuh memberi sumbangan 
nyala bagi penyelesaian perkara secara murah 
dan cepat. 

Dalam hal suatu perusahaan yang akan 
melakukan penambahan modal melalui atau 
dengan cara melakukan Initial Public Offering 
(IPO) Saham, yang harus dilakukan oleh peru-
sahaan tersebut yaitu harus mendapat perse-
tujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. 

Menurut pasal Undang-undang No.1 
Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas pasal 
34, 35 serla pasal 36 terkait Penambahan 
Modal perusahaan disebutkan: 

Pasal 34, Penambahan modal perseroan 
hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan 
RUPS. RUPS dapat menyerahkan kewenangan 
untuk memberikan persetujuan sebagai mana 
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dimaksud dalam ayat (1) kepada Komisaris 
untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun. Pe-
nyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditarik 
kembali oleh RUPS. 

Pasal 35. Keputusan RUPS sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) sah apabila 
dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai 
panggilan rapat, korum, dan jumlah suara un-
tuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan 
ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau 
Anggaran Dasar. 

Pasal 36. Dalam hal Anggaran Dasar 
tidak menentukan lain, seluruh saham yang 
dikeluarkan dalam penambahan modal harus 
terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pe-
megang saham seimbang dengan pemilikan 
saham untuk klasifikasi saham yang sama. 

Dalam hal pemegang saham tidak meng-
gunakan hak untuk membeli saham sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1), setelah lewat 
waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak 
penawaran, perseroan menawarkan kepada 
karyawan mendahului penawaran kepada 
orang lain untuk membeli jumlah tertentu atas 
saham tersebut. 

Untuk perubahan Anggaran Dasar peru-
sahaan yang telah disahkan oleh RUPS, harus 
dibuatkan akta perubahan Anggaran Dasar, 
yang mana pembuatan Akta tersebul hanya 
menjadi kewenangan Notaris.  

Dari telaah uraian tersebut maka kewe-
nangan yang dilakukan Notaris pada umumnya 
berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 
2004 Tentang Jabatan Notaris terkait perusa-
haan yang akan melakukan Initial Public Offe-
ring (IPO) Saham yaitu: 

Pertama: membuat akta penetapan Ren-
cana Perusahaan yang akan melakukan Initial 
Public Offering (IPO) Saham yang telah disah-
kan oleh RUPS. Dalam akta ini dijelaskan 
tanggal pengesahan, kehadiran atau korum, 
tempat, waktu , latar belakang dan lain-lain 
terkait rencana perusahaan. 

Kedua: Notaris membuatAkta pengesa-
han perubahan Anggaran Dasar Perusahaan 
yang telah disahkan oleh RUPS, yang isinya 
memuat tanggal, waktu, tempat, kehadiran 
atau korum serta hasil-hasil yang menjadi 
materi perubahan Anggaran dasar Perusahaan. 

Dengan pembuatan Akta yang menjadi 
kewenangan Notaris tersebut, maka tahap beri-
kutnya perusahaan yang berkehendak mela-
kukan Initial Public Offering (IPO) Saham 
dapat melakukan penetapan atau penunjukan 
pihak profesi penunjang Pasar Modal dan 
Lembaga Penunjang guna memenuhi keleng-
kapan persyaratan pada tahap berikutnya. 

Dan setelah itu, berdasarkan Pasal 64 
UU Nomor 8 Tahun 1995 Tenlang Pasar Mo-
dal ayat (1) Profesi Penunjang Pasar Modal 
butir d adalah Nolaris, yang dalam penjela-
sannya disebutkan "Notaris adalah pejabat 
umum yang berwenang membuat akta autentik 
dan terdaftar di Bapepam". UU Pasal 64 Ayat 
(2) Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang 
Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 
terlebih dahulu terdaftar di Bapepam. Jadi un-
tuk pembuatan akta-akta yang diakui di Pasar 
Modal hanya Notaris yang terdaftar pada Ba-
pepam, hingga Oktober 2009 berjumlah 973 
Notaris. 
 
D. Kewenangan Notaris Dalam Rangka 

Initial Offering Public (IPO) 
Kewenangan Notaris yang telah terdaftar 

pada Badan Pengawas Pasar Modal (Bape-
pam), sebagai tindak lanjut dari ketentuan 
pasal 64 UUPM dalam rangka penawaran 
umum perdana atau Initial Public Offering 
(IPO) Saham. Sebagai pejabat umum yang 
mempunyai wewenang untuk membuat akta 
otentik, peran Notaris membuat berbagai 
ragam perikatan dan perjanjian serta akta-akta 
yang disyaratkan oleh peraturan perundang-
undangan untuk dibuat oleh atau dihadapan 
Notaris, baik peraturan perundang-undangan 
di bidang Pasar Modal ataupun peraturan 
perundang-undangan lainnya. 

Adapun kewenangan Notaris terhadap 
Perseroan Terbatas (Perusahaan) yang akan 
melakukan Initial Offering Public (IPO) Sa-
ham sebagai berikut 

-  Kewenangan membuat akta dan me-
meriksa kebenaran pelaksanaan RUPS 
dan Perubahan AD/ART  

- Kewenangan membuat akta perjanjian 
- Kewenangan Melaporkan ke Bapepam 
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dimaksud dalam ayat (1) kepada Komisaris 
untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun. Pe-
nyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditarik 
kembali oleh RUPS. 

Pasal 35. Keputusan RUPS sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) sah apabila 
dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai 
panggilan rapat, korum, dan jumlah suara un-
tuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan 
ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau 
Anggaran Dasar. 

Pasal 36. Dalam hal Anggaran Dasar 
tidak menentukan lain, seluruh saham yang 
dikeluarkan dalam penambahan modal harus 
terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pe-
megang saham seimbang dengan pemilikan 
saham untuk klasifikasi saham yang sama. 

Dalam hal pemegang saham tidak meng-
gunakan hak untuk membeli saham sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1), setelah lewat 
waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak 
penawaran, perseroan menawarkan kepada 
karyawan mendahului penawaran kepada 
orang lain untuk membeli jumlah tertentu atas 
saham tersebut. 

Untuk perubahan Anggaran Dasar peru-
sahaan yang telah disahkan oleh RUPS, harus 
dibuatkan akta perubahan Anggaran Dasar, 
yang mana pembuatan Akta tersebul hanya 
menjadi kewenangan Notaris.  

Dari telaah uraian tersebut maka kewe-
nangan yang dilakukan Notaris pada umumnya 
berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 
2004 Tentang Jabatan Notaris terkait perusa-
haan yang akan melakukan Initial Public Offe-
ring (IPO) Saham yaitu: 

Pertama: membuat akta penetapan Ren-
cana Perusahaan yang akan melakukan Initial 
Public Offering (IPO) Saham yang telah disah-
kan oleh RUPS. Dalam akta ini dijelaskan 
tanggal pengesahan, kehadiran atau korum, 
tempat, waktu , latar belakang dan lain-lain 
terkait rencana perusahaan. 

Kedua: Notaris membuatAkta pengesa-
han perubahan Anggaran Dasar Perusahaan 
yang telah disahkan oleh RUPS, yang isinya 
memuat tanggal, waktu, tempat, kehadiran 
atau korum serta hasil-hasil yang menjadi 
materi perubahan Anggaran dasar Perusahaan. 

Dengan pembuatan Akta yang menjadi 
kewenangan Notaris tersebut, maka tahap beri-
kutnya perusahaan yang berkehendak mela-
kukan Initial Public Offering (IPO) Saham 
dapat melakukan penetapan atau penunjukan 
pihak profesi penunjang Pasar Modal dan 
Lembaga Penunjang guna memenuhi keleng-
kapan persyaratan pada tahap berikutnya. 

Dan setelah itu, berdasarkan Pasal 64 
UU Nomor 8 Tahun 1995 Tenlang Pasar Mo-
dal ayat (1) Profesi Penunjang Pasar Modal 
butir d adalah Nolaris, yang dalam penjela-
sannya disebutkan "Notaris adalah pejabat 
umum yang berwenang membuat akta autentik 
dan terdaftar di Bapepam". UU Pasal 64 Ayat 
(2) Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang 
Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 
terlebih dahulu terdaftar di Bapepam. Jadi un-
tuk pembuatan akta-akta yang diakui di Pasar 
Modal hanya Notaris yang terdaftar pada Ba-
pepam, hingga Oktober 2009 berjumlah 973 
Notaris. 
 
D. Kewenangan Notaris Dalam Rangka 

Initial Offering Public (IPO) 
Kewenangan Notaris yang telah terdaftar 

pada Badan Pengawas Pasar Modal (Bape-
pam), sebagai tindak lanjut dari ketentuan 
pasal 64 UUPM dalam rangka penawaran 
umum perdana atau Initial Public Offering 
(IPO) Saham. Sebagai pejabat umum yang 
mempunyai wewenang untuk membuat akta 
otentik, peran Notaris membuat berbagai 
ragam perikatan dan perjanjian serta akta-akta 
yang disyaratkan oleh peraturan perundang-
undangan untuk dibuat oleh atau dihadapan 
Notaris, baik peraturan perundang-undangan 
di bidang Pasar Modal ataupun peraturan 
perundang-undangan lainnya. 

Adapun kewenangan Notaris terhadap 
Perseroan Terbatas (Perusahaan) yang akan 
melakukan Initial Offering Public (IPO) Sa-
ham sebagai berikut 

-  Kewenangan membuat akta dan me-
meriksa kebenaran pelaksanaan RUPS 
dan Perubahan AD/ART  

- Kewenangan membuat akta perjanjian 
- Kewenangan Melaporkan ke Bapepam 
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Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 

Tentang Pasar Modal (UUPM) secara tegas 
memberikan kedudukan wewenang kepada 
Notaris (Pasal 64) sebagai pejabat umum yang 
berwenang untuk membuat akta-akta otentik 
dalam rangka penawaran umum perdana 
saham. Disinilah letak arti penting dari profesi 
Notaris menurut UUPM, yaitu bahwa Notaris 
diberi wewenang untuk membuat akta otentik 
sebagai alat pembuktian yang mutlak, dibuat 
dalam pengertian bahwa yang tersebut dalam 
akta otentik pada pokoknya dianggap benar. 

Dokumen-dokumen perusahaan yang 
diperiksa oleh Notaris antara lain: 
a.  Akta Pendirian dan Anggaran Dasar peru-

sahaan; 
b.  Seluruh perubahan anggaran dasar terma-

suk antara lain: 
1.  Rapat-rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) baik RUPS Tahunan maupun 
RUPS Luar Biasa, terutama yang ber-
kaitan dengan perubahan anggaran 
dasar Emiten, yang diperhatikan ten-
tang RUPS yang telah diadakan dan 
dibuat suatu keputusan yang sah dan 
mengikat dengan memeriksa apakah 
persyaratan kuorum dan pemungutan 
suara dalam RUPS telah dipenuhi. 

2.  Pengesahan akta pendirian dan persetujuan 
serta laporan atas setiap perubahan angga-
ran dasar Emiten sesuai dengan UUPT 
yaitu : 
a.  Surat Persetujuan dari Menteri Keha-

kiman dan Hak Asasi Manusia Repub-
lik Indonesia; 

b.  Pendaftaran dalam Wajib Daftar Peru-
sahaan yang disyaratkan dalam Un-
dang-Undang Nomor 3 tahun 1992 
tentang Wajib Daftar Perusahaan; 

c.  Pengumuman dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

c.  Permodalan dan saham. 
Hal-hal yang diperhatikan berkaitan de-
ngan permodalan dan saham perusahaan 
adalah: 
1.  Jumlah modal dasar, modal ditempat-

kan dan modal disetor Emiten yang ada 
pada saat terakhir sebelum emisi. 

2.  Jenis saham yang dikeluarkan Emiten; 
3.  Susunan pemegang saham terakhir; 

4.  Riwayat permodalan dan pemilikan 
saham serta peralihannya; dan 

5.  Bukti penyetoran modal; 
Terhadap Direksi dan Komisaris perusa-
haan, yaitu mengenai : 
1.  Keabsahan pengangkatan Direksi dan 

Komisaris yang sedang menjabat; 
2.  Jangka waktu/masa jabatan anggota 

Direksi dan Komisaris. 
d.  Persetujuan-persetujuan, khususnya perse-

tujuan untuk melakukan penawaran umum 
perdana, antara lain: 
1.  Persetujuan RUPS ; 
2.  Persetujuan dari Komisaris Emiten; 
3.  Persetujuan dari instansi yang berwe-

nang yang disyaratkan agar Emiten 
dapat melakukan kegiatan usahanya, 
atau untuk memiliki, menguasai, me-
nempati, menggunakan sesuatu atau 
mendapatkan suatu hak-hak. 

e.  Pembuatan Akta-akta. 
Di samping bertanggung jawab untuk 

menelaah dan memeriksa dokumen-dokumen 
tersebut diatas, Notaris juga berperan dalam 
pembuatan akta-akta yang disyaratkan oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
di bidang Pasar Modal dalam rangka penawa-
ran umum perdana saham, antara lain: 
1.  Perubahan Anggaran Dasar Emiten. 

Kewenangan Notaris selaku Profesi 
Penunjang Pasar Modal terkait anggaran 
dasar emiten hal ini karena untuk membuat 
akta yang memuat perubahan anggaran 
dasar tersebut dilakukan sesuai Pasal 16 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ten-
tang Perseroan Terbatas (UUPT) yaitu bah-
wa untuk setiap perubahan anggaran dasar 
Perseroan Terbatas harus dibuat dengan 
akta Notaris dalam bahasa Indonesia. 

2.  Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. 
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek 

yang dilakukan pada tahap persiapan untuk 
Go Public dibuat antara Emiten dengan 
Penjamin Emisi Efek dan biasanya berben-
tuk akta Notaris. Kewenangan Notaris 
yang hendak menuangkan perjanjian Pen-
jaminan Emisi Efek dimaksudkan supaya 
perjanjian yang dibuatnya tersebut tidak 
bertentangan dengan peraturan yang ber-
laku, misalnya dikaitkan dengan pasal1338 
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KUHPerdata (asas konsensualitas) serta 
karena perintah Undang-undang Perseroan 
Terbatas dan Undang-undang Pasar Modal. 
Sehingga akta perjanjian yang dibuat me-
miliki kekuatan hukum sah terkait aspek-
aspek penawaran umum perdana saham. 

3.  Perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi 
Efek. 

Dalam Perjanjian Penjaminan Emisi 
Efek yang telah dibuat dengan akta Notaris 
perlu diadakan beberapa perubahan alas 
Perjanjian Emisi Efek tersebut yang antara 
lain mengenai harga saham perdana yang 
akan dijual, jadwal waktu emisi, pemben-
tukan sindikasi dari Para Penjamin Pelak-
sana Emisi Efek dan hal-hal lain yang be-
lum tercantum dalam Perjanjian Penja-
minan Emisi Saham sebelumnya. 

4.  Perjanjian Pengelolaan Administrasi Sa-
ham. 

Dalam rangka penawaran umum per-
dana saham, Emiten oleh Notaris dibuat-
kan Perjanjian Pengelolaan Adminitrasi 
saham dengan Pihak Biro Administrasi 
Efek sebagai salah satu Lembaga Penun-
jang Pasar Modal yang akan membantu 
Emiten untuk mengadministrasikan saham-
sahamnya dalam bentuk akta notaris. 

Hal tersebut dilakukan Emiten, kare-
na jika suatu perusahaan telah menjadi 
perusahaan publik dan melakukan penca-
tatan di bursa, maka Emiten memerlukan 
peranan dari Biro Administrasi Efek yang  
akan menangani pencatatan dan adminis-
trasi saham yang telah dicatatkan di bursa, 
antara lain; mengenai pemeliharaan Daftar 
Pemegang Saham Emiten termasuk setiap 
pencatatan pemindahan hak atas saham. 
Biro Administrasi Efek inilah yang akan 
mengeluarkan bukti kepemilikan yang sah 
atas saham-saham Emiten berdasarkan 
Daftar Pemegang Saham. 

5.  Perubahan Perjanjian Pengelolaan Admi-
nistrasi Saham. 

Pada saat ditandatanganinya Peruba-
han Perjanjian Penjaminan Emisi Efek 
dalam bentuk akta notaris, maka ditanda-
tangani pula Perubahan Perjanjian Penge-
lolaan Administrasi Saham yang juga di-
buat dalam bentuk akta notaris. Perubahan 

yang dilakukan dalam akta tersebut antara 
lain adalah mengenai jumlah saham yang 
akan dijual kepada masyarakat umum. 

Dalam hubungannya dengan bidang 
Pasar modal. Khususnya dalam rangka pe-
nawaran umum perdana saham, fungsi 
Notaris sebagai pejabat umum memiliki 
kewenangan serta kewajiban untuk mela-
porkan adanya pelanggaran dalam jangka 
waktu 3 (tiga) hari, agar Bapepam dapat 
mengetahui hal tersebut sedini mungkin 
dan dapat segera mengambil tindakan yang 
diperlukan untuk mengurangi atau mence-
gah kemungkinan kerugian yang lebih be-
sar bagi masyarakat pemodal.  

Selanjutnya, dalam menindaklanjuti pe-
ranan Notaris dalam melakukan kewenangan-
nya terkait pembuatan Akta berdasarkan Un-
dang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang 
Jabatan Notaris, maupun berdasarkan Undang-
undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar 
Modal, maka tahapan-tahapan yang dilakukah 
adalah sebagai berikut: 
1.  Tahap persiapan pembuatan Akta. 

Dalam tahap persia pan pembuatan Akta 
biasanya ditindaklanjuti dengan melakukan 
persiapan-persiapan antara lain: 
a.  Melakukan persiapan hal-hal yang ter-

kait administrasi akta dengan melaku-
kan koreksi terhadap validitas akta be-
rita acara RUPS dan penyusunan Per-
nyataan Keputusan-keputusan RUPS, 
baik untuk persiapan go public maupun 
RUPS setelah go public. 

b.  Meneliti keabsahan hal-hal yang me-
nyangkut penyelenggaraan RUPS, se-
perti kesesuaian dengan Anggaran Da-
sar Perusahaan, Tata Cara Pemanggilan 
untuk RUPS dan keabsahan dari pe-
megang saham atau kuasanya untuk 
menghadiri RUPS. 

c.  Meneliti perubahan Anggaran Dasar 
(AD) agar tidak terdapat materi pasal-
pasal dalam AD yang bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk 
melakukan penyesuaian-penyesuaian 
pasal-pasal dalam AD agar sejalan dan 
memenuhi ketentuan menurut peratu-
ran di bidang pasar modal dalam rang-
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KUHPerdata (asas konsensualitas) serta 
karena perintah Undang-undang Perseroan 
Terbatas dan Undang-undang Pasar Modal. 
Sehingga akta perjanjian yang dibuat me-
miliki kekuatan hukum sah terkait aspek-
aspek penawaran umum perdana saham. 

3.  Perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi 
Efek. 

Dalam Perjanjian Penjaminan Emisi 
Efek yang telah dibuat dengan akta Notaris 
perlu diadakan beberapa perubahan alas 
Perjanjian Emisi Efek tersebut yang antara 
lain mengenai harga saham perdana yang 
akan dijual, jadwal waktu emisi, pemben-
tukan sindikasi dari Para Penjamin Pelak-
sana Emisi Efek dan hal-hal lain yang be-
lum tercantum dalam Perjanjian Penja-
minan Emisi Saham sebelumnya. 

4.  Perjanjian Pengelolaan Administrasi Sa-
ham. 

Dalam rangka penawaran umum per-
dana saham, Emiten oleh Notaris dibuat-
kan Perjanjian Pengelolaan Adminitrasi 
saham dengan Pihak Biro Administrasi 
Efek sebagai salah satu Lembaga Penun-
jang Pasar Modal yang akan membantu 
Emiten untuk mengadministrasikan saham-
sahamnya dalam bentuk akta notaris. 

Hal tersebut dilakukan Emiten, kare-
na jika suatu perusahaan telah menjadi 
perusahaan publik dan melakukan penca-
tatan di bursa, maka Emiten memerlukan 
peranan dari Biro Administrasi Efek yang  
akan menangani pencatatan dan adminis-
trasi saham yang telah dicatatkan di bursa, 
antara lain; mengenai pemeliharaan Daftar 
Pemegang Saham Emiten termasuk setiap 
pencatatan pemindahan hak atas saham. 
Biro Administrasi Efek inilah yang akan 
mengeluarkan bukti kepemilikan yang sah 
atas saham-saham Emiten berdasarkan 
Daftar Pemegang Saham. 

5.  Perubahan Perjanjian Pengelolaan Admi-
nistrasi Saham. 

Pada saat ditandatanganinya Peruba-
han Perjanjian Penjaminan Emisi Efek 
dalam bentuk akta notaris, maka ditanda-
tangani pula Perubahan Perjanjian Penge-
lolaan Administrasi Saham yang juga di-
buat dalam bentuk akta notaris. Perubahan 

yang dilakukan dalam akta tersebut antara 
lain adalah mengenai jumlah saham yang 
akan dijual kepada masyarakat umum. 

Dalam hubungannya dengan bidang 
Pasar modal. Khususnya dalam rangka pe-
nawaran umum perdana saham, fungsi 
Notaris sebagai pejabat umum memiliki 
kewenangan serta kewajiban untuk mela-
porkan adanya pelanggaran dalam jangka 
waktu 3 (tiga) hari, agar Bapepam dapat 
mengetahui hal tersebut sedini mungkin 
dan dapat segera mengambil tindakan yang 
diperlukan untuk mengurangi atau mence-
gah kemungkinan kerugian yang lebih be-
sar bagi masyarakat pemodal.  

Selanjutnya, dalam menindaklanjuti pe-
ranan Notaris dalam melakukan kewenangan-
nya terkait pembuatan Akta berdasarkan Un-
dang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang 
Jabatan Notaris, maupun berdasarkan Undang-
undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar 
Modal, maka tahapan-tahapan yang dilakukah 
adalah sebagai berikut: 
1.  Tahap persiapan pembuatan Akta. 

Dalam tahap persia pan pembuatan Akta 
biasanya ditindaklanjuti dengan melakukan 
persiapan-persiapan antara lain: 
a.  Melakukan persiapan hal-hal yang ter-

kait administrasi akta dengan melaku-
kan koreksi terhadap validitas akta be-
rita acara RUPS dan penyusunan Per-
nyataan Keputusan-keputusan RUPS, 
baik untuk persiapan go public maupun 
RUPS setelah go public. 

b.  Meneliti keabsahan hal-hal yang me-
nyangkut penyelenggaraan RUPS, se-
perti kesesuaian dengan Anggaran Da-
sar Perusahaan, Tata Cara Pemanggilan 
untuk RUPS dan keabsahan dari pe-
megang saham atau kuasanya untuk 
menghadiri RUPS. 

c.  Meneliti perubahan Anggaran Dasar 
(AD) agar tidak terdapat materi pasal-
pasal dalam AD yang bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk 
melakukan penyesuaian-penyesuaian 
pasal-pasal dalam AD agar sejalan dan 
memenuhi ketentuan menurut peratu-
ran di bidang pasar modal dalam rang-
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ka melindungi investor dan masyara-
kat. 

2.  Tahapan Negosiasi. 
Dari pelaksanaan persiapan kontrak, No-
taris menganjurkan adanya negosiasi sebe-
lum masuk ke dalam pembuatan kontrak. 
Untuk itu, beberapa asumsi yang harus 
dipegang dalam perancangan kontrak an-
tara lain adalah: 
a.  para pihak menandatangani akta karena 

memang benar-benar ingin melakukan-
nya dan bukan ingin berperkara di pe-
ngadilan; 

b.  akta yang dibuat harus memuaskan pa-
ra pihak dan para pihak akan melaksa-
nakan kontrak sebagaimana telah dise-
tujui dalam pembuatan akta itu, serta 
mengikat. 

Dalam pembuatan akta tersebut dicantum-
kan pula substansi hukum yang terkait 
bilamana diantara pihak melakukan wan-
prestasi atau tidak dapat dilaksanakannya 
objek kontrak sesuai akta kesepakatan 
yang telah ditandatangani. 

3.  Bahasa Dalam Kontrak 
Sebagaimana diketahui bahwa bahasa yang 
kita gunakan sehari-hari penuh dinamika 
(dinamis), arlinya bahasa yang kita guna-
kan selalu berkembang dari waktu ke wak-
tu, baik menyangkut kosakata, idiom, ter-
masuk istilah asing yang diadopsi ke dalam 
bahasa Indonesia. Para pembuat kontrak 
juga harus memiliki pengetahuan dan per-
kembangan bahasa, terutama "bahasa hu-
kum" yang dipergunakan dalam suatu kon-
trak. 

4.  Kontrak/Perjanjian Standar (Baku) 
Sebagaimana telah dikemukakan sebelum-
nya bahwa langkah awal penyiapan akta 
kontrak oleh Notaris, dianjurkan adanya 
negosiasi sebelum masuk ke dalam pem-
buatan kontrak. Dalam kehidupan sehari-
hari tidak jarang transaksi didasarkan pada 
kontrak-kontrak yang bersifat standar. Di 
dalam kontrak-kontrak yang bersifat stan-
dar ini pihak yang mempunyai posisi yang 
lebih kuat yang telah merancang akta kon-
trak tersebut, terutamanya terkait dengan 
aktifitas di Bursa Efek Pasar Modal. Oleh 
karena itu akta kontrak yang akan ditan-

datangani oleh para pihak, setelah subs-
tansinya sudah merupakan hasil pencerma-
tan yuridis, sesuai prosedur serta memenu-
hi syarat sebagai bentuk akta standar/baku. 

5.  Menghadirkan Para Pihak dan Saksi-saksi 
Demikian kewenangan Notaris terhadap 
perusahaan yang akan melakukan Initial 
Public Offering (IPO) Saham di Bursa 
Efek Pasar Modal, dalam perannya sebagai 
profesi penunjang, yang dilegitimasi ber-
dasarkan pasal 64 Undang-undang Nomor 
8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. 

 
E. Penutup 
 
1.  Kesimpulan 

a. Kewenangan Notaris terkait dengan 
perusahaan yang akan melaksanakan 
Initial Offering Public (IPO) Saham, di 
Pasar Modal, berdasarkan Undang-
undang Nomor 40 Tahun 2004, Notaris 
yang tidak terdaftar pada Bapepam 
yang berkedudukan sebagai Profesi Pe-
nunjang Pasar Modal seperti disebut-
kan dalam pasal 64 UUPM, maka No-
taris hanya berkewenangan 30 mem-
buat akta pada tahapan Pra-Emisi 
Public Offering yakni Pertama, mem-
buat akta penetapan persetujuan RUPS 
tentang rencana Perusahaan akan me-
lakukan go public melalui Initial Pub-
lic Offering (IPO) Saham. Kedua, ke-
wenangan notaris untuk membuatAkta 
penetapan pengesahan RUPS dalam 
rangka melakukan perubahan Angga-
ran Dasar Perusahaan. 
Kewenangan Notaris membuat Akta, 
hal ini sesuai dengan ketentuan Un-
dang-undang Nomor 30 Tahun 2004, 
tentang Jabatan Notaris, pasal 1 butir 1 
disebutkan bahwa "Notaris adalah peja-
bat umum yang berwenang untuk 
membuat akta otentik dan kewenangan 
lainnya. Pembuatan akta otentik ada 
yang diharuskan oleh peraturan perun-
dang-undangan, dikehendaki oleh pi-
hak yang berkepentingan untuk me-
mastikan hak dan kewajiban para pihak 
demi kepastian, ketertiban dan perlin-
dungan hukum". Notaris merupakan 
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pejabat umum yang satu-satunya ber-
wenang untuk membuat akta notaris 
mengenai semua perbuatan, perjanjian 
dan penetapan yang diharuskan oleh 
suatu peraturan umum atau oleh yang 
berkepentingan dikehendaki untuk di-
nyatakan dalam suatu akta otentik, 
menjelaskan kepastian tanggalnya, me-
nyimpan aktanya dan memberikan 
grosse, salinan dan kutipannya, semua-
nya sepanjang pembuatan Akta itu oleh 
suatu peraturan umum maka atas ke-
wenangannya, produk notaris tersebut 
mempunyai kekuatan bukti formil, 
materiil dan untuk perbuatan hukum 
tertentu juga mempunyai kekuatan 
executorial. 

b.  Kewenangan Notaris pada lembaga 
Pasar Modal terkait perusahaan yang 
akan melakukan Initial Offering Public 
(IPO) Saham berdasarkan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang 
Pasar Modal, yakni ada beberapa hal 
kewenangan yang paling pokok yang 
dimiliki Notaris. 
Dasar hukum yang paling utama bahwa 
kewenangan itu muncul karena Notaris 
merupakan salah satu dari Profesi 
Penunjang Pasar Modal berdasarkan 
pasal 64 hingga pasal 67 UUPM. 
Bahwa berdasarkan kewenangan Nota-
ris sebagai Profesi Penunjang Pasar 
Modal yang terdaftar pada Bapepam, 
maka kewenangan Notaris meliputi: 
Kewenangan membuat akta dan me-
meriksa kebenaran pelaksanaan RUPS 
dan Perubahan AD/ART. Kewenangan 
membuat akta perjanjian, dan Kewena-
ngan Melaporkan ke Bapepam serta 
berwenang untuk membuat akta-akta 
otentik dalam rangka penawaran umum 
perdana saham. Notaris diberi wewe-
nang untuk membuat akta otentik se-
bagai alat pembuktian yang mutlak, di-
buat dalam pengertian bahwa apa yang 
tersebut dalam akta otentik itu pada 
pokoknya dianggap benar. 
Tanggung Jawab dan Peranan yang 
merupakan kewenangan Notaris Dalam 
Rangka initial Public Officer (IPO) Sa-

ham, pada pasar modal yaitu meme-
riksa antara lain: a. Akta Pendirian dan 
Anggaran Dasar perusahaan; b.Seluruh 
perubahan Anggaran Dasar; c. Permo-
dalan dan saham; d. Direksi dan Ko-
misaris PT, yaitu mengenai: Keabsahan 
pengangkalan Direksi dan Komisaris 
yang sedang menjabat serta Jangka 
waktu/masa jabatan anggota Direksi 
dan Komisaris; sertae, Persetujuan-
persetujuan. Khususnya persetujuan 
untuk melakukan penawaran perdana, 
antara lain: Persetujuan RUPS; Perse-
tujuan dari Komisaris Emiten; Perse-
tujuan dari instansi yang berwenang 
yang disyaratkan agar Emiten dapat 
melakukan kegiatan usahanya, atau 
untuk memiliki, menguasai, menem-
pati, menggunakan sesuatu atau men-
dapatkan suatu hak-hak; serta pem-
buatan Akta-akta perjanjian terkait hu-
bungan emiten dengan investor dan 
perantara pialang saham. 

 
2.  Saran-saran 

a.  Mengingat kedudukan dan kewenangan 
Notaris menurut Undang-undang Pasar 
Modal, Undang-undang Jabatan Notaris 
serta Undang-undang Perseroan Terba-
tas, maka terkait kewenangannya pada 
bursa efek Pasar Modal, hendaknya se-
tiap Notaris yang terdaftar di Bapepam 
dapat memberikan pelayanan pada E-
miten maupun Customer yang memiliki 
kantor di Pasar Modal Bursa Efek 
Indonesia Jakarta dan Surabaya. Hal ini 
mengingat kegiatan bursa efek dalam 
setiap harinya sangat padat. Sehingga 
jika terdapat pihak yang memerlukan 
pendapat independennya, maupun jasa-
jasa lainnya terkait peristiwa hukum 
dalam kegiatan Initial Offering Public 
(IPO) Saham, selalu adajika diperlukan. 

b. Bahwa mengingat banyaknya Badan 
Hukum Usaha atau PT yang mulai me-
nganggap bahwa Initial Offering Public 
(IPO) Saham merupakan upaya strategis 
dalam perolehan dana segar untuk 
tambahan modal, maka untuk keamanan 
Investor, kiranya pihak Bapepam atau 
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Peranan Notaris Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal ...                                                                               Faisal Santiago 

 
Notaris mengumumkan bonafiditas atau 
ranking perusahaan yang dianggap la-
yak dan aman bagi investor. Dengan 

demikian akan mengurangi resiko bagi 
para pihak. 
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